EEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 332 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN [ZIN OFERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

Menimbang

Mengingat

DARUSSALAM BOARDING SCHOOL
KOTA SAMARINDA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangkn meningkatkan akses  pendidikan
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masvarakat melalui  organizasi  berbadan  hukum  untuk
menvelengearakan  madrasah sesusi dengan standar
nasional pendidikan;

bahwa madmsah wvang tercantum di bawah ind  telah
memenuhi persyaratan admindstratif, teknis, dan kelayakan
wang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberinn lzin
Operasional Pendirian Madrasah Tsanawivah Darussalam
Boarding School Kota Samarinda.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomar 4301});

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gur dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Pernturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 fentang
Standar MNasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaron
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sehagaimann telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Stundar Nasional Pendidikan (Lembaran
MNepgara Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesin Nomor
5410

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 (entang Wajih
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negar Republik Indonesin Nomor 4863);

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008  {entang
Pendansan  Pendidikan  [Lembaran Negam  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentong Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang
Pengelolaan den  Penyelenggaman  Pendidikan  (Lembaran
Negaran  Hepublik  Indonesin Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintafh Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyvelenggaraan  Pendidikan  [Lembamn
Megara Republik Indonesin Tohun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007  Standar Sarnna dan Prasarana Untuk  Sekolah
DasarfMadrasah Ihtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah  divbah  menjadi
Peraturan Menteri Pencdidikan dan Kebudayvaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Polavanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

10, Pemturan Menterd Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentiang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar [si Pendidikan
Apama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Pematuran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah [Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012
MNomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Persturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penpavwns Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolnh (Berita Negarmm Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor G54);

12, Peraturan Menter Agama Nomor 90 Tahun 2013 téentang
Penyelenggamn  Pendidikan  Madmasah  (Berita  Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

1 1. Hota Dinas Pertimbangan darl Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah  Nomor:  B-00003/KW.64/ND-3/23/VI/2020
Tangeal 23 Juni 2020

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor
B-00001/KK.6472/RK-3/08/V /2020 Tanggal 08 Mei 2020

MEMUTLUSKAN:

: KEPUTUSAN  MENTERI  AGAMA REPUBLIK  INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN  OPERASIONAL  PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM BOARDING
SCHOOL KOTA SAMARINDA

: Memberikan  izin  opermsional  pendirian madrmsah  kepada
madrasah  sebagaimana  tercantum dalam  Lampian yang
meripakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

: [Filih sesuai ferjang] [Bagl RA, MTs, MA, dan MAK] Setelah jangkn
waktu 4 (empat] tahun [Bagi M Setelah jangka waktu 7 (tujuh)
tahun, Kepala Madrasah vang bersangkutan wajib:

a, menyampaikan laporan perkembangan madrasah  kepada
Kepala Kantor Kementerinn Agama vang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peseria didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenvhan standar sarmna
prasarana, dan pelaksansan pemenuhan standar pendidile
dan tenaga kependidikan; dan/atan

b mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sckolah/maoadrasah kepada BAP-8/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

:Dalam hal perkembangan madrsah sebagaimang  dimaksud

dalam Diktum Kedus buruf s dinilai memenvhi  standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil

akreditasi sebagnimana dimaksud Diktum Kedun huruf b

mendapat  peringkat minimal C, maka {#En operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatn tetap berlaku,



KEEMPAT

KELIMA

; Dalam  hal perkembangan madrasah sebagaimana  dimaksud

dalam Diktum Kedua homf o dinilni memenuhi  standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atan hasil
akreditasi sehagaimana dimaksud Dildbum Kedua huruf b tidak
mendapat  peringkat minimal C, maka izin  operasional
sehagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapan di Samarinda
pada tanggal 23 Juni 2020

KANTOR WILAYAH
; AGAMA  PROVINSI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 332 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

BOARDING SCHOOL
KOTA SAMARINDA

DARUSSALAM

[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

| Nama Madsasah

Madrasah Tsanawivah Darussalam
Boarding School
Nomor Statistik Madrasah 121264720038

Alamiat Madrasah

Jalan H A M Rifaddin
Desa/Kelurahan Harapan Haru
Kecamatan Loa Janan THr
Kabupaten /Kota Kota Samarinds
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Organisasi Penyelenggam

YAYASAN MASIID RAYA DARUSSALAM
SAMARINDA

66 Khairu Subhan, 8.H Tanggal 02 Oktober

Orpganisasi Penyelengpars

— —_—

Aktre Notaris Clrpanisessi
Penyelenggara 2002
Pengesahan Akie Motaris

AHU 2200.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal
10 Juni 2010

KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMA PROVINSI
N TIMLIR
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